
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang
Pmbentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tuang Baang
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indoesia Nomor 3667);

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun,
dan Penerima Tunjangan Tahun 2022, Perlu menetapkan
Peraturan Bupati ten tang Petunjuk Teknis Pemberian
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Aparatur Negara Pemerintah Kabupaten Tanggamus
Tahun 2022;

Menimbang

BUPATITANGGAMUS,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARIRAYADAN GAJI

KETIGA BELAS KEPADAAPARATURNEGARAPEMERINTAH
KABUPATENTANGGAMUS TAHUN2022

PERATURANBUPATITANGGAMUS
NOMOR 19 TAHUN2022

BUPATI TAl~GGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

•

•



BABI
KETENTUANUMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan;
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK
TEKNIS PEMBERIANTUNJANGANHARI RAYADAN
GAJI KETIGABELASKEPADA APARATURNEGARADI
LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATENTANGGAMUS
TAHUN2022

MEMUTUSKAN:

9. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 52 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2022
(Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021
Nomor 754);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 7
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2022
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2021
Nomor 203);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 9
Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2020
Nomor 196);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas
Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun
dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6787);

Menetapkan•

•



•

2. Calon PegawaiNegeriSipil yang selanjutnya disingkat
CPNSadalah warga negara Indonesia yang memenuhi
syarat tertentu, diangkat sebagai Calon Aparatur Sipil
Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan.

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara
tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

4. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang
selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang
diangkat berdasarkan perjanjian untuk jangka waktu
tertentu dalam rangka melaksankaan tugas
pemerintahan.

5. Pejabat Negara adalah pejabat yang lingkungan
kerjanya berada pada lembaga Negarayang merupakan
alat kelengkapan Negara beserta lembaga Negara
penunjang fungi alat kelengkapan Negara, bertugas
menjalankan fungsi untuk dan atas nama Negara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan;

6. Hari Rayaadalah hari raya Idul Fitri.
7. Penerima Tunjangan adalah Warga Negara yang

memenuhi persyaratan tertentu untuk menerima
penghargaan dan/ atau penghormatandari negara dalam
bentuk pemberian tunjangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

8. Gaji adalah hak pegawaiyang diterima dan dinyatakan
dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja
kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan
menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau
peraturan perundang-undangan.

9. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
adalah pejabat yang ditunjuk menajdi PA/KPA.

10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat
SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA
untuk mencairkan dana yang bersumber dari DPA.

11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan
oleh Kepala Badan PengelolaKeuangan Daerah selaku
Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan
pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan
BelanjaDaerah (APBD)berdasarkan SPM.

•



Pasal 5

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi
PNS, PPPK dan Pejabat Negara, terdiri atas :
a. Gaji pokok;
b. Tunjangan keluarga;
c. Tunjangan pangan;
d. Tunjangan jabatan atau tunjangan umum, sesuai

jabatannya darr/ atau pangkatnya;
e. 50% dari tunjangan kinerja atau tambahan

penghasilan pegawai sesuai jabatan, pangkat,
peringkat jabatan atau kelas jabatan.

b. PNS yang sedang ditugaskan di luar instansi
pemerintah baik di dalam maupun di luar
negeri yang gajinya dibayar oleh instansi
tempat penugasan.

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun
2022 tidak diberikan kepada :
a. PNS yang sedang menjalani cuti di luar

tanggungan negara, dan•
Pasal4

(2) Pejabat Negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 2
huruf d termasuk :
a. Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;
b. Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal3

PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
a,huruf b dan huruf c termasuk:
a. PNS penerima uang tunggu;
b. PNS yang diberhentikan sementara dan gajinya

masih dibayarkan.

(1)•
(2) Tunjangan hari Raya dan Gaji Ketiga Belas

sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan dengan
memperhatikan kemampuan keuangan daerah

(1) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun
2022 diberikan kepada:
a. PNSdan Calon PNS
b.PPPK
c. Penerima Gaji Terusan dari PNS yang meninggal
dunia, tewas, atau gugur

d. Penerima gaji dari PNSyang dinyatakan hilang
e. Pejabat Negara
f. Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal2

BAB II
PEMBERIANTUNJANGANHARIRAYA

DANGAJIKETIGABELAS



~--------------

a. Insentifkinerja;
b. Insentifkerja;
c. Tunjangapengelolaanarsip statis;
d. Tunjangan bahaya, tunjangan resiko, tunjangan

kompensasiatau tunjangan lainyangsejenis;
e. Tunjanganpengamanan;
f. Tunjangan profesi atau tunjangan khusus guru dan

dosenatau tunjangankehormatan;
g. Tambahanpenghasilanbagiguru PNS;
h. Insentifkhusus;
1. Tunjangankhusus;
j. Tunjanganpengabdian;
k. Tunjanganoperasipengamanan;
1. Tunjanganselisihpenghasilan;
m. Tunjanganpenghidupanluar negeri;

Belas
tidak

dan Gaji Ketiga
dalam Pasal 2,

Tunjangan Hari Raya
sebagaimana dimaksud
termasuk:• Pasal 7

Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi
Calon PNS terdiri atas :
a. 80%(delapanpuluh persen) dari gajipokokPNS;
b. Tunjangankeluarga;
c. Tunjanganpangan;
d. tunjangan umum sesuai jabatannya dan/ atau pangkat

golongan/ ruangnya.
e. 50% dari tambahan penghasilan pegawai, sesuai

jabatan, pangkat,peringkatjabatan atau kelasjabatan

Pasa16•

(3) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, paling banyak sebesar
akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan
Keluarga, dan Tunjangan Jabatan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan yang mengatur hak keuangan dan
administratif Pim pinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah .

(2) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi:
a. Pejabat Pimpinan Tinggi;
b. Administrator; atau
c. Pengawas.

paling banyak sebesar Tunjangan Hari Raya dan
Gaji Ketiga Belas yang diberikan setara atau
setingkat hak keuangannya atau hak
administratifnya.



(2)

•
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak
dikenakan potongan iuran danjatau potongan
lain berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan
ditanggung pemerintah daerah

(1)

Pasal10

(1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2, dibayarkan paling cepat pada bulan Juli.

(2) Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga
Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juli.

(3) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), besarannya sesuai dengan Pasal 5 dan pasal 6,
untuk 1 ( satu ) bulan pada bulan Juni 2022.

• ~al9

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2, dibayarkan paling cepat 10 ( sepuluh ) hari
kerja sebelum tanggal Hari Raya;

(2) Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan,
Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah
tanggal Hari Raya;

(3) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada
ayat (I), besarannya sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal
6, untuk 1 ( satu ) bulan pada bulan April 2022.

n. Tunjangan atau insentif yang ditetapkan dengan
peraturan perundang-undangan atau peraturan
internal instansi pemerintah; dan

o. Tunjangan atau dengan sebutan lain di luar ketetuan.

Pasal8



(3) PA / KPAmengajukan SPMTunjangan Hari raya dan
Gaji Ketiga Belas kepada BPKD Kabupaten
Tanggamus;

(2) Bendahara Pengeluaran melakukan pembayaran
Tunjangan Hari raya dan gaji Ketiga Belas kepada
penerima;•

(1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
dilaksanakan melalui penerbitan SPM langsung (LS)
melalui rekening Bendahara Pengeluaran oleh
PA/KPA;

Pasal12

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan
Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah

Pasal 11

BAB III
TATACARAPEMBAYARANTUNJANGANHARIRAYA

DANGAJIKETIGABELAS•

Aparatur Negara menerima Tunjangan Hari Raya
dan Gaji Ketiga Belas menerima lebih dari 1
(satu) Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga
Belas maka kelebihan pembayaran tersebut
meru pakan u tang dan wajib
mengembalikan kepada negara sesuai dengan
keten tuan peraturan perundang- undangan

(2)

Dalam hal Aparatur Negara menerirna Tunjangan
Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Iebih dari 1
(satu) penghasilan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 maka Tunjangan Hari Raya dan
Gaji Ketiga Belas diberikan salah satu yang
jumIahnya lebih besar

(1)

Pasal 11



BERITADAERAHKABUPATENTANGGAMUSTAHUN 2022 NOMOR..7.73

HAMIDHERIANSYAHLUBIS

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 21 April 2022
SE ETARISDAERAHKABUPATN,

DEWIHANDAJANI

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 21 April 2022
BUPATITANGGAMUS,

orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Daerah mi dengan
dalam Berita Daerah Kabupaten

Inl padaberlaku tanggalmulaiPeraturan Bupati
diundangkan
Agar setiap
pengundangan
penempatannya
Tanggamus

Pasal 14

BABIV
PENUTUP

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan
Bupati Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis
Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Dan Gaji
Ketiga Belas Kepada Aparatur Sipil Negara Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pemerintah
Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

•. '

•

•


